BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 memuat Kketentuan.
Ketentuan yang mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi dituangkan
dalam Pasal 24 ayat (2) dan tambahan Pasal 24 C yang memberikan
kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, ketentuan
khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Lembaga independen seperti Mahkamah
Konstitusi mempunyai ciri otonomi dan bebas dari pengaruh luar dalam
menjalankan kewenangannya. Kewenangan MK yang semula disebut
sebagai penjaga konstitusi, kini disebut juga sebagai penjaga demokrasi
karena adanya peran tambahan yang dimilikinya. Menurut UU No. 10
Tahun 2016, perselisihan hasil pilkada pasca konflik harus diselesaikan
oleh badan peradilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157
ayat (1). Saat ini penyelesaian perselisihan pemilukada menjadi
tanggung jawab Mahkamah Konstitusi. Kewenangan tersebut diberikan
kepada Mahkamah Konstitusi melalui penambahan Pasal 29 UU No. 49
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pembentukan badan

peradilan khusus dalam kaitannya dengan kepastian hukum diatur



dalam pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016. Pasal ini mengatur jangka
waktu tertentu pembentukan badan peradilan khusus pemilu daerah
yang harus diselesaikan sebelum penyelenggaraan pemilu serentak.
Untuk menjamin kepastian hukum, perlu dibentuk suatu badan
peradilan khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016. Badan ini harus mempunyai peraturan tertulis yang
mengatur  kegiatannya, karena kepastian hukum tidak hanya
memerlukan adanya peraturan tertulis (peraturan). hukum), tetapi juga
implementasinya yang jelas.

. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga tinggi negara yang diberi tugas
oleh Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi dalam perjalananya memiliki tugas baru dalam proses
penyelesaian sengketa pilkada yang dalam kedudukannya sama dengan
lembaga tinggi negara lainya yang putusanya bersifat final dan
mengikat. Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam
menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kini bersifat
permanen. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Nomor (85/PUU-
XX/2022). Mahkamah menilai frasa “sampai terbentuknya badan
peradilan khusus” dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah

inkonstitusional. menurut UUD 1945.



B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan di atas, maka saran yang

dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016, wajib segera
membentuk badan peradilan yang khusus mengawasi pemilu daerah di
daerah pasca konflik. Salah satu solusi untuk menjamin kepastian
hukum dalam pembentukan badan peradilan khusus adalah dengan
membentuk badan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan dalam
undang-undang. Misalnya, Pasal 157 ayat (2) mengatur bahwa badan
peradilan  khusus harus dibentuk sebelum pemilu serentak.
Pembentukan badan peradilan khusus diperlukan untuk mengatasi
tantangan pemilu serentak yang dijadwalkan pada tahun 2024.
Meningkatnya jumlah permohonan yang diajukan ke Mahkamah
Konstitusi berpotensi mengganggu konsentrasi sembilan hakim dan
mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Mahkamah Konstitusi secara konsisten menerapkan prosedur
penyelesaian perselisinan hasil pemilu untuk menjamin keadilan,
kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum pemilu. Hal ini
merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum pemilu, yang pada
gilirannya akan mendorong proses dan hasil demokrasi. Integritas
pemilu mengacu pada sejauh mana pemilu dilaksanakan dengan cara
yang adil, transparan, dan tidak memihak, yang menjamin bahwa

kehendak masyarakat
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